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B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha  
   Negara. 
   Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
  (HAM). 
      Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 
 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi   
Kependudukan. 
  
Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2007  tentang   
  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang  
  Administrasi Kependudukan. 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang  
 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan  
 Sipil. 
Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu tanda 
  Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional  
 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan  
 Presiden Nomor 112 tahun 2013  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang  
  Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil  
 Di Daerah. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata  
  Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda  
  Penduduk Elektronik. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman 
  Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk    
  Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah   
  Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69  
 Tahun 2014. 
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